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KEWENANGAN ANKUM TERHADAP TAWANAN 
PERANG DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER

Oleh :
Soniardhi1

Abstract
The development of military law as part of the national law for the security of 
order, justice and legal certainty within the military. The development of the 
divestment is implemented through the renewal of the law of military discipline 
stamped in Law No. 25 of 2014 on Military Discipline Law. Act No. 25 of 2014, 
it can be understood that the laws of military discipline other than applied to 
the military, are also applied to every person who is based on the law equated 
with the military, while also applied to prisoners of war. The enforcement of 
military discipline laws against prisoners of war may be too late, considering 
the abolition of military discipline for the perpetrators of legal offenses must 
be committed by an exclusive superior (Ankum), but acts, Act No. 25 of 2014 
does not provide complete and clear arrangements on the authority of Ankum in 
upholding disciplinary law against prisoners of war. Based on normative legal 
research with the approach of legal concept and legislation, it can be obtained 
a conclusion about the obscurity of norms and regulation of war tactics in Law 
Number 25 Year 2014 is important, because the form of legal vagueness can 
result in situation of legal uncertainty, especially enforcement law against 
prisoners of war. In the next note, a more complete and clear arrangement is 
needed to enforce the legal provisions of military discipline against prisoners of 
war.
 
Keywords: Law of Military Discipline, Prisoner of War.

Abstrak
Pengembangan hukum m�l�ter sebaga� bag�an dar� hukum nas�onal d�tujukan 
untuk menjam�n terc�ptanya ketert�ban, kead�lan dan kepast�an hukum d� 
l�ngkungan m�l�ter. Pengembangan tersebut d�antaranya d��mplementas�kan 
melalu� pembaharuan hukum d�s�pl�n m�l�ter sebaga�mana tertuang dalam 
UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum D�s�pl�n M�l�ter. Mencermat� 
ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2014, maka dapat d�peroleh 
pemahaman bahwasanya hukum d�s�pl�n m�l�ter sela�n d�berlakukan kepada 
m�l�ter, juga d�berlakukan kepada set�ap orang yang berdasarkan undang-
undang d�persamakan dengan m�l�ter, adapun d�antaranya adalah d�berlakukan 
bag� tawanan perang. Pemberlakuan hukum d�s�pl�n m�l�ter kepada tawanan 
perang dapat d�anggap terlampau d�n�, meng�ngat bahwa penjatuhan hukuman 
d�s�pl�n m�l�ter bag� pelaku pelanggaran hukum d�s�pl�n m�l�ter harus d�lakukan 
oleh seorang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), namun kenyataannya, 
UU Nomor 25 Tahun 2014 t�dak member�kan pengaturan secara lengkap dan 

1 Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum Un�vers�tas  Udayana,  Denpasar,  Bal�,   ema�l: 
wal�songo009@gma�l.com
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jelas tentang kewenangan Ankum dalam menegakkan hukum d�s�pl�n terhadap 
tawanan perang. Berdasarkan penel�t�an hukum normat�f dengan pendekatan 
konsep hukum dan perundangan-undangan, dapat d�peroleh suatu kes�mpulan 
bahwa kaj�an tentang kekaburan norma dan pengaturan tawanan perang dalam 
UU Nomor 25 Tahun 2014  merupakan hal yang pent�ng, oleh karena bentuk 
kekaburan hukum tersebut dapat berak�bat kepada s�tuas� ket�dakpast�an 
hukum, khususnya penegakan hukum terhadap tawanan perang. Dalam t�njauan 
selanjutnya, hendaknya d�perlukan pengaturan-pengaturan tertentu yang leb�h 
lengkap dan jelas untuk menerapkan ketentuan hukum d�s�pl�n m�l�ter terhadap 
tawanan perang. 

Kata kunc�: Hukum Disiplin Militer, Tawanan Perang.

I. PENDAHULUAN.
Profes�onal�sme Tentara 

Nas�onal Indones�a (selanjutnya 
d�sebut TNI) d�bangun dan 
d�kembangkan secara profes�onal 
sesua� dengan kepent�ngan pol�t�k 
negara, mengacu pada n�la� dan 
pr�ns�p-pr�ns�p demokras�, hak asas� 
manus�a, supremas� hukum (hukum 
nas�onal dan hukum �nternas�onal 
yang telah d�rat�f�kas�). Secara 
khusus, pengembangan hukum m�l�ter 
sebaga� bag�an dar� hukum nas�onal 
menunjukkan kehendak untuk 
membangun profes�onal�tas TNI 
secara utuh dan transparan. Kepatuhan 
terhadap hukum dan pemel�haraan 
d�s�pl�n �nternal ba�k terhadap 
personel maupun satuan, senant�asa 
menjad� pr�or�tas utama dalam upaya 
membangun TNI yang kuat dan 
profes�onal. 

Dalam menyelenggarakan 
pemb�naan d�s�pl�n satuan, maka 
set�ap Komandan satuan yang 
berkedudukan sebaga� Atasan yang 
Berhak Menghukum (selanjutnya 
d�sebut Ankum) mem�l�k� kewenangan 
untuk menjaga d�s�pl�n m�l�ter dan 

memel�hara tegaknya hukum d�s�pl�n 
d� t�ap-t�ap satuan yang d�p�mp�nnya. 
Menurut Tambunan yang d�maksud 
dengan d�s�pl�n m�l�ter adalah j�wa 
m�l�ter yang merupakan syarat mutlak 
bag� keh�dupan m�l�ter Indones�a.2 
Dengan dem�k�an maka d�s�pl�n 
m�l�ter merupakan hal yang mutlak 
ada dalam j�wa set�ap m�l�ter. Ankum 
mem�l�k� peran sentral yang sangat 
pent�ng untuk menegakkan hukum dan 
d�s�pl�n d� mas�ng-mas�ng satuannya, 
agar pelaksanaan tugas pokok dapat 
tercapa� sesua� dengan sasaran yang 
telah d�tentukan. 

Penegakan hukum d�s�pl�n 
d� satuan merupakan upaya untuk 
menjaga keteraturan dan ketert�ban 
dalam keh�dupan m�l�ter. Dalam 
pengert�an sebaga�mana tertuang 
pada Pasal 1 ke-3 UUHDM-2014, 
maka hukum d�s�pl�n m�l�ter d�art�kan 
sebaga� peraturan dan norma untuk 
mengatur, memb�na, menegakkan 
d�s�pl�n, dan tata keh�dupan yang 
berlaku bag� M�l�ter. Hukum d�s�pl�n 

2 A.S.S. Tambunan, 2013, Hukum Disiplin 
Militer Suatu Kerangka Teori, Pusat Stud� 
Hukum M�l�ter STHM, Jakarta hlm. 32.
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d�perlukan untuk menjaga stab�l�tas 
dan ketert�ban per�laku secara terus-
menerus serta mencegah terjad�nya 
pelanggaran hukum agar pelaksanaan 
tugas dan kewaj�ban seorang m�l�ter 
dapat berjalan dengan ba�k. Namun 
j�ka dalam kenyataannya terjad� 
suatu pelanggaran hukum d�s�pl�n, 
maka penegakan hukum terhadap 
pelanggaran tersebut harus senant�asa 
d�tegakkan secara ad�l dan tegas.  

Dalam l�ngkungan kem�l�teran, 
bentuk pelanggaran hukum yang 
tergolong dalam kategor� r�ngan 
adalah bentuk pelanggaran terhadap 
hukum d�s�pl�n m�l�ter. Pelanggaran 
hukum d�s�pl�n dapat d�makna� 
sebaga� perbuatan yang t�dak laz�m 
yang d�lakukan oleh seorang m�l�ter. 
Oleh karena d�s�pl�n merupakan syarat 
mutlak bag� keh�dupan m�l�ter, maka 
pelanggaran hukum sekec�l apapun 
harus memperoleh penyelesa�an 
secara tuntas agar t�dak men�mbulkan 
gangguan pada pelaksanaan tugas-
tugas kem�l�teran yang memerlukan 
ketel�t�an dan kecermatan yang 
t�ngg�. Mekan�sme penegakan hukum 
d�s�pl�n m�l�ter d�dasarkan kepada 
berlakunya UU Nomor 25 Tahun 
2014 tentang Hukum D�s�pl�n M�l�ter 
(selanjutnya d�sebut UUHDM-2014) 
sebaga� perubahan terakh�r atas UU 
No 26 Tahun 1997 tentang Hukum 
D�s�pl�n Prajur�t Angkatan Republ�k 
Indones�a.

Berka�tan dengan penegakan 
hukum d�s�pl�n terhadap tawanan 
perang, ketentuan Pasal 6 ayat (1) 
UUHDM-2014 menyatakan bahwa 

hukum d�s�pl�n m�l�ter d�berlakukan 
kepada:
a.  M�l�ter; dan
b.  Set�ap orang yang berdasarkan 

undang-undang d�persamakan 
dengan M�l�ter.
Meng�kut� penjelasan Pasal 6 

ayat (1) huruf b UUHDM-2014, maka 
yang d�maksud dengan “Set�ap orang 
yang berdasarkan undang-undang 
d�persamakan dengan M�l�ter” antara 
la�n adalah :
a. Prajur�t S�swa.
b. M�l�ter T�tuler.
c. Warga negara yang d� mob�l�sas� 

karena keahl�annya pada waktu 
perang, atau

d. Tawanan perang.
Berdasarkan penjelasan Pasal 6 

ayat (1) d� atas, dapat d�ketahu� bahwa 
terhadap seorang tawanan perang, 
maka kepadanya dapat d�tundukkan 
suatu penegakan hukum berdasarkan 
hukum d�s�pl�n m�l�ter. Penerapan 
hukum d�s�pl�n m�l�ter terhadap 
tawanan perang dapat men�mbulkan 
permasalahan dalam pelaksanaannya, 
meng�ngat penjatuhan hukuman 
d�s�pl�n m�l�ter adalah mutlak 
d�lakukan oleh seorang Ankum. Namun 
faktanya, UU Nomor 25 Tahun 2014 
t�dak member�kan pengaturan secara 
jelas dan lengkap tentang kewenangan 
Ankum untuk menegakkan hukum 
d�s�pl�n terhadap seorang tawanan 
perang. Fenomena �n� d�past�kan 
dapat men�mbulkan bentuk kekaburan 
hukum ket�ka ketentuan hukum 
d�s�pl�n m�l�ter d�terapkan kepada 
seorang tawanan perang. Berdasarkan 
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ura�an latar belakang tersebut d� atas, 
selanjutnya dalam penel�t�an �n� akan 
d�lakukan suatu kaj�an dan anal�sa 
tentang kewenangan Ankum terhadap 
tawanan perang berdasarkan hukum 
d�s�pl�n m�l�ter. 

Penel�t�an-penel�t�an yang 
mengangkat top�k tentang hukum 
d�s�pl�n m�l�ter yang selanjutnya 
d�gunakan sebaga� or�s�nal�tas dalam 
penul�san �n� antara la�n adalah art�kel 
hukum d�s�pl�n yang d�tul�s oleh Natsr� 
Anshar� dan Markon�. Art�kel hukum 
yang d�tul�s oleh Natsr� Anshar� berjudul 
“Perubahan Hukum D�s�pl�n M�l�ter 
: D�s�pl�n versus Kead�lan”3, dalam 
art�kel tersebut Natsr� mengkaj� tentang 
perkembangan hukum d�s�pl�n m�l�ter 
yang mengarah pada kese�mbangan 
antara kead�lan dan d�s�pl�n. Adapun 
art�kel yang d�tul�s oleh Markon� 
berjudul “Tanggapan Terhadap RUU 
Hukum D�s�pl�n M�l�ter D�t�njau 
Dar� Aspek Pemb�naan Personel dan 
Pemb�naan Satuan”4. Dalam art�kelnya 
Markon� men�t�kberatkan pembahasan 
tentang pent�ngnya hukum d�s�pl�n 
m�l�ter dar� aspek pemb�naan personel 
dan pemb�naan satuan. 

Berdasarkan kedua art�kel 
tersebut, selanjutnya dapat d�ketahu� 
bahwa penul�san dalam kaj�an �n� 
mem�l�k� perbedaan dengan mater�-

3 Natsr� Anshar�, 2014, Perubahan Hukum 
Disiplin Militer : Disiplin versus Keadilan , 
Jurnal Hukum M�l�ter, Vol.2 No. 1., STHM, 
Jakarta, hlm. 46.

4 Markon�, 2014, Tanggapan Terhadap RUU 
Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek 
Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan, 
Jurnal Hukum M�l�ter, Vol.2 No. 1., STHM, 
Jakarta, hlm. 9.

mater� yang telah d�ajukan oleh Penul�s 
sebelumnya, oleh karena penul�san �n� 
leb�h mengedepankan dan fokus pada 
pembahasan tentang kewenangan 
Ankum dalam hukum d�s�pl�n m�l�ter 
terhadap tawanan perang.

Adapun tujuan dar� penul�san 
�n� adalah untuk member�kan 
sumbangan pem�k�ran dan saran bag� 
pengembangan hukum, khususnya 
pada b�dang pengembangan hukum 
d�s�pl�n m�l�ter, ya�tu tentang urgens� 
pengaturan kewenangan Ankum 
secara jelas dan lengkap dalam upaya 
menegakkan hukum d�s�pl�n m�l�ter 
terhadap tawanan perang.

II.  METODE PENELITIAN
Metode penel�t�an yang 

d�gunakan dalam kaj�an �n� adalah 
penel�t�an hukum normat�f. Menurut 
I.B. Wyasa Putra, penel�t�an hukum 
normat�f adalah penel�t�an hukum 
yang menggunakan pendekatan �lmu 
hukum murn�.5 Adapun menurut 
Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj� 
bahwa penel�t�an hukum normat�f 
adalah merupakan penel�t�an hukum 
kepustakaan.6 

Penel�t�an hukum normat�f 
dalam kaj�an �n� d�gunakan oleh karena 
t�mbulnya suatu kekaburan norma 
hukum dalam UU Nomor 25 Tahun 
2014 tentang Hukum D�s�pl�n M�l�ter, 

5  I.B. Wyasa Putra, 2015, Filsafat Ilmu: Filsafat 
Ilmu Hukum, Udayana Un�vers�ty Press, 
Denpasar, hlm. 193-194.

6 Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 2001, 
Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 
Singkat, PT. RajaGraf�ndo Persada, Jakarta, 
hlm. 23.
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khususnya mengena� kewenangan 
Ankum untuk menegakkan hukum 
d�s�pl�n m�l�ter terhadap tawanan 
perang.

Dalam penel�t�an �n�, Penul�s 
menggunakan jen�s pendekatan berupa 
pendekatan anal�s�s dan konsep hukum 
(analitical and conseptual approach) 
dan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach). Pendekatan anal�s�s 
dan konsep hukum d�pergunakan untuk 
menganal�sa konsep dan teor� hukum 
yang berhubungan dengan kewenangan 
Ankum dalam menegakkan hukum 
d�s�pl�n m�l�ter terhadap tawanan 
perang, sedangkan untuk pendekatan 
perundang-undangan d�lakukan 
dengan mengkaj� UU Nomor 25 
Tahun 2014 dan peraturan-peraturan 
la�n yang mem�l�k� korelas� dengan 
kewenangan Ankum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kewenangan Ankum Berda-

sarkan UU Nomor 25 Tahun 
2014
D�s�pl�n merupakan ke�nsyafan 

dan kesadaran untuk mempertahankan 
dan memel�hara kestab�lan 
per�laku bag� seorang m�l�ter untuk 
melaksanakan set�ap per�ntah dan 
tugas pokok satuan secara ba�k dan 
sempurna. Menurut Fa�sal Salam, 
d�s�pl�n adalah pernyataan keluar 
(outward manifestation) dar�pada 
s�kap mental (mental houding) dar� 
seseorang.7 Pemel�haraan d�s�pl�n 
adalah tanggung jawab pokok dar� 
7 Moch. Fa�sal Salam, 2006, Hukum  Pidana  

Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
hlm. 23.

seorang M�l�ter yang d�perlukan 
untuk memel�hara terjaganya kes�apan 
dan kekuatan m�l�ter dalam kond�s� 
apapun juga. Dengan berbaga� 
peralatan tempur yang d�m�l�k� dan 
menjad� �ndek perorangan maupun 
satuan, maka m�l�ter yang memandu 
s�stem persenjataan tersebut haruslah 
mem�l�k� t�ngkat ked�s�pl�nan yang 
t�ngg�, agar penggunaan peralatan 
m�l�ter dapat d�gunakan sesua� 
dengan peruntukannya dan mencegah 
terjad�nya suatu pelanggaran hukum 
sekec�l apapun dalam pelaksanaan 
tugas-tugas m�l�ter maupun dalam 
keh�dupan sehar�-har� d� l�ngkungan 
masyarakat. 

Dalam tatanan keh�dupan 
m�l�ter, bentuk pelanggaran hukum 
sekec�l apapun harus mendapatkan 
penyelesa�an secara tuntas berdasarkan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
Hal �n� d�perlukan untuk menjaga 
tetap tegaknya d�s�pl�n satuan guna 
mencapa� keberhas�lan tugas pokok 
TNI yang telah d�amanatkan dalam 
Undang-Undang. Terka�t dengan 
adanya pelanggaran ds�pl�n yang 
d�lakukan oleh seorang m�l�ter, maka 
Pasal 8 UUHDM-2014 member�kan 
pengaturan tentang hal yang 
d�maksudkan sebaga� pelanggaran 
d�s�pl�n antara la�n sebaga� ber�kut :
a.  Segala perbuatan yang berten-

tangan dengan per�ntah ked�-
nasan, peraturan ked�nasan, 
atau perbuatan yang t�dak sesua� 
dengan Tata Tert�b M�l�ter ; dan
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b.  Perbuatan yang melanggar 
peraturan perundang-undangan 
p�dana yang sedem�k�an r�ngan 
s�fatnya. Bahwa yang d�maksud 
dengan “perbuatan yang 
melanggar perundang-undangan 
p�dana yang sedem�k�an r�ngan 
s�fatnya” mel�put�:

 1)  Segala bentuk t�ndak p�dana 
yang d�golongkan dalam 
peraturan perundang-
undangan terka�t dengan 
ancaman p�dana penjara 
pal�ng lama 3 (t�ga) bulan 
atau kurungan pal�ng lama 
6 (enam) bulan;

 2)  Perkara sederhana dan 
mudah pembukt�annya;

 3) T�ndak p�dana yang terjad� 
t�dak mengak�batkan 
terganggunya kepent�ngan 
m�l�ter dan/atau kepent�ngan 
umum; dan

 4) T�ndak p�dana karena 
ket�dakhad�ran tanpa �z�n 
dalam waktu dama� pal�ng 
lama 4 (empat) har�.

Bahwa terhadap jen�s-jen�s 
pelanggaran d�s�pl�n tersebut, maka 
bentuk hukuman d�s�pl�n m�l�ter yang 
dapat d�jatuhkan kepada pelanggar 
hukum d�s�pl�n berdasarkan Pasal 
9 UUHDM-2014 adalah sebaga� 
ber�kut:
a. Teguran;
b. Penahanan d�s�pl�n r�ngan pal�ng 

lama 14 (empat belas) har�; atau
c. Penahanan d�s�pl�n berat pal�ng 

lama 21 (dua puluh satu) har�.

Teguran merupakan bentuk 
hukuman d�s�pl�n tanpa menjalan� 
suatu penahanan. Adapun penahanan 
d�s�pl�n r�ngan maupun berat 
merupakan bentuk hukuman yang 
pelaksanaannya d�lakukan dengan 
menahan pelanggar d� kamar tahanan 
yang berada d� mas�ng-mas�ng satuan. 
Perbedaan antara penahanan d�s�pl�n 
r�ngan dan penahanan d�s�pl�n berat 
terletak pada pelaksanaan hukuman 
yang sedang d�jalankan. Dalam 
pelaksanaan penahanan d�s�pl�n 
r�ngan, Terhukum d�perbolehkan 
mener�ma tamu dan pada saat jam 
d�nas Terhukum dapat d�pekerjakan 
d� l�ngkungan satuannya, sedangkan 
untuk penahanan berat, Terhukum 
sama sekal� t�dak d�perbolehkan 
untuk mener�ma tamu, dan t�dak dapat 
d�pekerjakan dalam jam d�nas, serta 
menjalan� penahanan pada tempat 
tertentu yang tertutup. 

Mengacu pada ketentuan Pasal 11 
ayat UUHDM-2014, berdasarkan atas 
suatu keadaan khusus, maka hukuman 
d�s�pl�n berupa penahanan d�s�pl�n 
r�ngan atau penahanan d�s�pl�n berat 
dapat d�perberat dengan tambahan 
waktu penahanan pal�ng lama 7 (tujuh) 
har�. Keadaan khusus yang d�maksud 
sebaga� hal yang memperberat 
hukuman d�s�pl�n adalah:
a. Negara dalam keadaan bahaya.
b. Dalam keg�atan operas� m�l�ter.
c. Dalam kesatuan yang 

d�s�aps�agakan; dan/atau
d. M�l�ter yang melakukan 

pengulangan pelanggaran 
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d�s�pl�n m�l�ter dalam tenggang 
waktu 6 (enam) bulan setelah 
d�jatuh� hukuman d�s�pl�n 
m�l�ter.
UUHDM-2014 member�kan 

kewenangan kepada Komandan Satuan 
yang  berkedudukan sebaga� Ankum 
untuk menegakkan hukum d�s�pl�n 
guna tegaknya d�s�pl�n d� satuan 
yang berada d� bawah wewenang 
komandonya. Menurut Black’s Law 
D�ct�onary, pengert�an kewenangan 
atau authority adalah :
 “Right to exercise powers; to 

implement and enforce laws; to 
exact obedience; to command; to 
judge. Control over; jurisdiction. 
Often synonymous with power”8

Kewenangan Ankum 
berdasarkan Pasal 21 UUHDM-2014 
antara la�n adalah sebaga� ber�kut :  
1. Ankum yang berwenang penuh, 

ya�tu Ankum yang mempunya� 
wewenang untuk menjatuhkan 
semua jen�s hukuman d�s�pl�n 
m�l�ter kepada M�l�ter yang 
berada d� bawah wewenang 
komandonya.

2. Ankum yang berwenang terbatas, 
adalah Ankum yang mempunya� 
wewenang untuk menjatuhkan 
semua jen�s hukuman d�s�pl�n 
m�l�ter kepada M�l�ter yang 
berada d� bawah wewenang 
komandonya, kecual� penahanan 
d�s�pl�n berat terhadap perw�ra.

3. Ankum yang berwenang sangat 
terbatas, adalah Ankum yang 

8 Henry Campbell Black, 1978, Black’s Law 
Dictionary, West Publ�sh�ng Co, USA, hlm. 
121.

mempunya� wewenang untuk 
menjatuhkan hukuman d�s�pl�n 
m�l�ter teguran dan penahanan 
r�ngan kepada b�ntara dan 
tamtama yang berada d� bawah 
wewenang komandonya.
Berdasarkan jenjangnya, maka 

kewenangan Ankum berdasarkan 
Pasal 23 UUHDM-2014, antara la�n 
adalah sebaga� ber�kut:
1. Ankum, mem�l�k� kewenangan 

untuk:
 a. Melakukan atau memer�n-

tahkan untuk melakukan 
pemer�ksaan terhadap M�l�-
ter yang berada d� bawah 
wewenang komandonya;

 b.  Menjatuhkan Hukuman 
D�s�pl�n M�l�ter terhadap 
M�l�ter yang berada d� 
bawah wewenang koman-
donya; dan

 c.  Menunda pelaksanaan 
Hukuman D�s�pl�n M�l�ter 
yang telah d�jatuhkan.

2. Ankum Atasan, mem�l�k� 
kewenangan untuk:

 a.  Menunda pelaksanaan 
Hukuman D�s�pl�n M�l�ter;

 b.  Memer�ksa dan memutus-
kan pengajuan keberatan; 
dan

 c.  Mengawas� dan mengen-
dal�kan Ankum d� bawah-
nya.

3. Ankum dar� Ankum Atasan, 
mem�l�k� kewenangan untuk:

 a.  Menunda pelaksanaan 
Hukuman D�s�pl�n M�l�ter;

 b.  Memer�ksa dan memutus-
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kan pengajuan keberatan 
t�ngkat akh�r; dan

 c.  Mengawas� dan mengen-
dal�kan Ankum d� 
bawahnya.

4. Ankum Tert�ngg�, mem�l�k� 
kewenangan untuk:

 a.  Menunda pelaksanaan 
Hukuman D�s�pl�n M�l�ter;

 b.  Memer�ksa dan memutus-
kan pengajuan keberatan 
t�ngkat akh�r dan bers�fat 
f�nal; dan 

 c.  Mengawas� dan mengenda-
l�kan Ankum d� bawahnya.

Berdasarkan kewenangan yang 
d�ber�kan oleh UU d� atas, maka Ankum 
mem�l�k� peran sentral yang sangat 
pent�ng d� l�ngkungan satuannya. 
Seorang Ankum harus mem�l�k� 
kemampuan untuk menggunakan 
kewenangannya dan mem�mp�n 
bawahannya secara ad�l serta b�jaksana 
guna mewujudkan suatu kes�apan 
operas�onal satuan TNI dalam rangka 
menjalankan amanat UU sebaga� alat 
pertahanan negara.

3.2. Kewenangan Ankum terhadap 
Tawanan Perang
Berdasarkan penjelasan Pasal 6 

ayat (1) huruf b UUHDM-2014 dalam 
ura�an pada bab pendahuluan d� atas, 
maka dapat d�paham� bahwa salah satu 
yang d�maksud dengan “Set�ap orang 
yang berdasarkan undang-undang 
d�persamakan dengan M�l�ter” adalah 
“tawanan perang”. Ketentuan �n� 
menjad� dasar bag� d�tundukkannya 

tawanan perang pada ketentuan hukum 
d�s�pl�n m�l�ter.

Negara Indones�a merupakan 
salah satu negara yang turut serta 
dalam seluruh Konvens� Jenewa (I 
sd IV) berdasarkan Undang-Undang 
Republ�k Indones�a Nomor 59 Tahun 
1958 tentang Ikut Serta Negara 
Republ�k Indones�a Dalam Seluruh 
Konvens� Jenewa Tanggal 12 Agustus 
1949. Mendasar� UU Nomor 59 Tahun 
1958, selanjutnya ketentuan mengena� 
tawanan perang dapat d�ketahu� dengan 
mengacu pada Pasal 4 Konvens� 
Jenewa III Tahun 1949 tentang 
Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. 
Sela�n �tu, ketentuan tentang tawanan 
perang juga terdapat pada Pasal 44 
Protokol Tambahan I Tahun 1977 
tentang Perl�ndungan Korban Sengketa 
Bersenjata Internas�onal. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 4 Konvens� Jenewa III 
Tahun 1949, maka p�hak-p�hak yang 
berhak d�kategor�kan sebaga� tawanan 
perang adalah orang-orang yang 
termasuk salah satu golongan ber�kut, 
yang telah jatuh dalam kekuasaan 
musuh, d�antaranya adalah :
1. Anggota angkatan perang dar� 

suatu p�hak yang bersengketa, 
beg�tu pula anggota-anggota 
m�l�s� atau bar�san sukarela yang 
merupakan bag�an dar� angkatan 
perang tersebut;

2.  Para anggota m�l�s� dan bar�san 
sukarela la�nnya, termasuk 
anggota gerakan perlawanan yang 
d�organ�s�r yang tergolong pada 
suatu p�hak yang bersengketa 
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dan beroperas� d� dalam atau d� 
luar w�layahnya send�r�, asalkan 
mereka termasuk gerakan 
perlawanan yang d�organ�s�r dan 
memenuh� syarat-syarat sebaga� 
ber�kut:

 a.  D�p�mp�n oleh orang yang 
bertanggung jawab atas 
bawahannya;

 b.  Mempunya� tanda pengenal 
tetap yang dapat d�l�hat dar� 
jauh;

 c.  Membawa senjata secara 
terbuka;

 d.  Melakukan operas�nya 
sesua� dengan hukum dan 
keb�asaan perang.

3.  Para anggota angkatan perang 
reguler yang tunduk pada suatu 
pemer�ntah atau kekuasaan 
yang t�dak d�aku� oleh Negara 
penahan;

4.  Orang-orang yang menyerta� 
angkatan perang tanpa dengan 
sebenarnya menjad� anggota 
dar� angkatan perang �tu, sepert� 
anggota s�p�l awak pesawat 
terbang m�l�ter, wartawan 
perang, pemasok perbekalan, 
anggota kesatuan kerja atau 
d�nas-d�nas yang bertanggung 
jawab atas kesejahteraan 
angkatan perang, asal saja 
mereka telah mendapatkan 
pengesahan dar� angkatan perang 
yang d�serta�nya;

5.  Awak kapal pelayaran n�aga 
termasuk nahkoda, pemandu 
laut, taruna dan awak pesawat 

terbang s�p�l dar� p�hak-p�hak 
yang bersengketa yang t�dak 
mendapat perlakuan yang 
leb�h ba�k menurut ketentuan-
ketentuan apapun dalam hukum 
�nternas�onal;

6.  Penduduk w�layah yang belum 
d�duduk�, yang tatkala musuh 
mendekat, mengangkat senjata 
untuk melawan pasukan-pasukan 
yang menyerbu, tanpa mem�l�k� 
waktu yang cukup untuk 
membentuk kesatuan-kesatuan 
bersenjata secara teratur, asal 
saja mereka membawa senjata 
secara terang-terangan dan 
menghormat� hukum-hukum dan 
keb�asaan-keb�asaan perang.9 

Adapun yang d�maksud tawanan 
perang berdasarkan Pasal 44 Protokol 
Tambahan I Tahun 1977 adalah 
set�ap kombatan yang jatuh ke dalam 
kekuasaan p�hak lawan harus menjad� 
tawanan perang.

Se�r�ng dengan ura�an d� atas, 
Fr�ts Kalshoven menyatakan bahwa 
t�dak semua orang yang d�tawan oleh 
p�hak musuh mempunya� hak untuk 
d�perlakukan sebaga� tawanan perang 
(prisoners of war). Bahwa yang berhak 
d�perlakukan sebaga� tawanan perang 
hanyalah p�hak-p�hak yang d�atur 
dalam ketentuan Pasal 4 Konvens� 
Jenewa III Tahun 1949.10 Selanjutnya 
9 D�rektorat Jenderal Hukum dan Perundang-

Undangan Departemen Kehak�man, 
Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, 
Jakarta, hlm. 81-83.

10 Fr�ts. Kalshoven, 1987, Constraint of Waging 
of War, Second Ed�t�on, ICRC, hlm. 41  
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Arl�na Permanasar� menyatakan 
bahwa kombatan yang telah berstatus 
hors de combat (kombatan yang 
menyerah/t�dak mampu bertempur) 
harus d�l�ndung� dan d�hormat� dalam 
segala keadaan. Kombatan yang 
jatuh ke tangan musuh mendapatkan 
status sebaga� tawanan perang.11 
Senada dengan pendapat sebelumnya, 
Haryomataram mengungkapkan 
bahwa kombatan berhak untuk secara 
akt�f turut serta dalam permusuhan, 
dan apab�la jatuh ke tangan musuh, �a 
berhak d�perlakukan sebaga� tawanan 
perang.12

Set�ap tawanan perang mem�l�k� 
kewaj�ban unuk tunduk pada undang-
undang, aturan-aturan dan per�ntah-
per�ntah yang berlaku dalam angkatan 
perang dar� Negara Penahan. Negara 
Penahan dapat melakukan t�ndakan 
hukum p�dana atau hukum d�s�pl�n dar� 
set�ap pelanggaran yang d�lakukan oleh 
tawanan perang atas undang-undang 
yang d�m�l�k� oleh Negara Penahan, 
selama proses penegakan hukum 
tersebut t�dak bertentangan dengan 
Konvens� Jenewa III Tahun 1949.  

Berka�tan dengan d�berlaku-
kannya  hukum d�s�pl�n m�l�ter dalam 
UUHDM-2014 kepada tawanan 
perang, maka hal �n� t�dak dapat serta 
merta d�terapkan sebaga�mana halnya 
penerapan hukum d�s�pl�n m�l�ter 
bag� seorang m�l�ter TNI. Keadaan �n� 
11 Arl�na Permanasar�, dkk, 1999, Pengantar 

Hukum Humaniter, Internat�onal Comm�tte of 
The Red Cross Jakarta, hlm. 63.

12 Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum 
Humaniter, PT. RajaGraf�ndo Persada, Jakarta, 
hlm. 93.

t�mbul, oleh karena UUHDM-2014 
t�dak member�kan pengaturan secara 
jelas dan tegas tentang kewenangan 
Ankum untuk menjatuhkan hukuman 
d�s�pl�n m�l�ter terhadap tawanan 
perang. Kewenangan Ankum yang 
d�ura�kan dalam UUHDM-2014 
adalah kewenangan Ankum untuk 
menjatuhkan hukuman d�s�pl�n m�l�ter 
secara terbatas kepada anggota M�l�ter 
yang berada d� bawah wewenang 
komandonya, dan t�dak secara tegas 
mengatur kewenangan Ankum untuk 
menjatuhkan hukuman d�s�pl�n m�l�ter 
terhadap seorang tawanan perang. 
Kekaburan norma dapat men�mbulkan 
suatu ket�dakpast�an hukum dalam 
�mplementas�nya, meng�ngat 
UUHDM-2014 t�dak member�kan 
pengaturan yang bers�fat tegas dan 
l�m�tat�f tentang suatu kedudukan dan 
kewenangan Ankum terhadap tawanan 
perang. 

Terka�t dengan bentuk kekaburan 
dan konfl�k antar norma hukum, 
Ahmad R�fa� menyatakan bahwa dalam 
meng�dent�f�kas� peraturan-peraturan 
hukum nas�onal yang berlaku saat 
�n�, t�dak jarang d�temukan adanya 
suatu keadaan aturan hukum; ya�tu 
kekosongan norma hukum (leemten in 
het recht), konfl�k antar norma hukum 
(ant�nom�) dan kekaburan norma 
(vage normen) atau norma yang t�dak 
jelas.13 

Bahwa adapun anal�s�s terhadap 
adanya kekaburan norma hukum dalam 
13 Ahmad R�fa�, 2011, Penemuan Hukum Oleh 

Hakim Dalam Perspektif  Hukum Progresif, 
S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm.89.
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UUHDM-2014 khususnya mengena� 
kewenangan Ankum terhadap tawanan 
perang, maka d�perlukan adanya 
suatu penafs�ran/�nterpretas� hukum, 
khususnya �nterpretas� s�stemat�s. 
Interpretas� s�stemat�s d�lakukan untuk 
memaham� bahwa t�dak ada satupun 
dar� peraturan perundang-undangan 
yang dapat d�tafs�rkan seakan-akan 
berd�r� send�r�, tap� harus d�paham� 
melalu� jen�s peraturan la�nnya, 
atau dengan kata la�n bahwa hukum 
adalah satu kesatuan yang utuh dan 
t�dak merupakan bag�an yang berd�r� 
send�r�, tetap� merupakan bag�an dar� 
satu s�stem.14 

Berka�tan dengan �nterpretas� 
s�stemat�s, maka pada Pasal 96 
Konvens� Jenewa III Tahun 1949 
antara la�n menyatakan “Dengan t�dak 
mengurang� wewenang pengad�lan-
pengad�lan dan penguasa-penguasa 
m�l�ter yang leb�h t�ngg�, hukuman-
hukuman d�s�pl�n hanya boleh 
d�ber�kan oleh seorang perw�ra yang 
mempunya� kekuasaan-kekuasaan 
d�s�pl�n dalam kedudukannya sebaga� 
komandan kamp tawanan, atau oleh 
seorang perw�ra bertanggung jawab 
yang menggant�kannya, atau kepada 
s�apa �a telah menyerahkan kekuasaan-
kekuasaan d�s�pl�nnya”.  Mendasar� 
ketentuan tersebut, maka dapat 
d�ketahu� bahwa seorang komandan 
kamp tawanan lah yang mem�l�k� 
kewenangan untuk menjatuhkan 
hukuman d�s�pl�n kepada tawanan 
perang. 
14 Asep Ded� Suwasta, 2012, Tafsir Hukum 

Positif Indonesia, Al�a Publ�sh�ng, Bandung, 
hlm.9.

Bahwa mesk�pun pengaturan 
kewenangan Ankum terhadap tawanan 
perang mesk�pun dapat d�tafs�rkan 
secara sama dengan kewenangan 
Ankum terhadap M�l�ter yang berada 
d�bawah wewenang komandonya, 
namun penafs�ran tersebut mas�h 
merupakan hal yang kabur/t�dak jelas. 
Bahwa Ankum yang berwenang penuh 
sekal�pun hanya mempunya� wewenang 
untuk menjatuhkan hukuman d�s�pl�n 
m�l�ter kepada M�l�ter yang berada d� 
bawah wewenang komandonya, dan 
bukan kepada m�l�ter la�n yang berada 
d� luar wewenang komandonya atau 
bahkan kepada tawanan perang yang 
sama sekal� bukan merupakan m�l�ter 
yang berada d� bawah wewenang 
komandonya. Dalam UUHDM-2014 
t�dak terdapat satu ketentuan pun 
yang mengatur kewenangan Ankum 
terhadap tawanan perang, namun 
ternyata UUHDM-2014 telah serta 
merta juga d�berlakukan kepada 
tawanan perang.

Bahwa apab�la mencermat� 
ketentuan pelaksanaan hukuman 
d�s�pl�n dalam Pasal 43 UUHDM-
2014 khususnya mengena� penahanan 
d�s�pl�n berat d�mana Terhukum 
t�dak d�perbolehkan untuk mener�ma 
tamu, dan t�dak dapat d�pekerjakan 
dalam jam d�nas, serta menjalan� 
penahanan pada tempat tertentu yang 
tertutup, maka ketentuan tersebut 
bers�fat kontrad�kt�f dengan ketentuan 
Pasal 98 Konvens� Jenewa III Tahun 
1949 yang d�antaranya menyatakan 
bahwa tawanan perang yang d�jatuh� 
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hukuman d�s�pl�n harus d�perkenankan 
mengadakan lat�han jasman� serta 
berada d� udara terbuka sekurang-
kurangnya dua jam sehar�.

Sela�n pada ura�an d� atas, 
ketentuan Pasal 10 UUHDM-2014 
juga menyatakan bahwa penjatuhan 
Hukuman D�s�pl�n M�l�ter sebaga�mana 
d�maksud dalam Pasal 9 d��kut� dengan 
sanks� adm�n�strat�f sesua� dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sanks� adm�n�strat�f adalah 
sanks�/hukuman yang d�jatuhkan 
sebaga� t�ndak lanjut dar� penjatuhan 
hukuman d�s�pl�n atau p�dana yang 
berak�bat pada penundaan dalam 
b�dang pemb�naan kar�r seorang m�l�ter 
yang mel�put� pend�d�kan, penempatan 
jabatan atau kena�kan pangkat. Sanks� 
adm�n�stras� tersebut dapat berlaku 
efekt�f bag� seorang m�l�ter yang telah 
d�jatuh� hukuman d�s�pl�n atau p�dana, 
namun sanks� adm�n�stras� tersebut 
t�dak relevan j�ka hendak d�terapkan 
kepada tawanan perang, hal �n� 
d�sebabkan oleh karena hal �hwal yang 
mengatur tentang suatu pend�d�kan, 
penempatan jabatan atau kena�kan 
pangkat bag� seorang tawanan perang 
bukan berada dalam kewenangan 
Ankum atau bahkan bukan berada 
pada kewenangan Negara Penahan.

Berdasarkan ura�an anal�sa d� 
atas, dapat d�paham� bahwa UUHDM-
2014 belum member�kan pengaturan 
yang berlaku secara jelas dan lengkap 
bag� seorang tawanan perang. Oleh 
karena �tu, maka mas�h d�perlukan 
pengaturan yang bers�fat leb�h jelas, 

tegas dan terper�nc� sebaga� gambaran 
yang utuh dar� sebuah c�r�-c�r� sebuah 
produk hukum modern. C�r�-c�r� 
hukum yang modern adalah adanya 
norma hukum yang tertul�s, ras�onal, 
terencana, un�versal dan respons�f 
dalam mengadaptas� perkembangan 
masyarakat dan dapat menjam�n 
kepast�an hukum.15 

Bahwa sela�n d�maksudkan 
sebaga� upaya untuk menjam�n 
kepast�an hukum dar� hal-hal yang 
bers�fat kontrad�kt�f dan kekaburan 
pada norma hukum, maka pengaturan 
secara lengkap terhadap tawanan 
perang d�maksudkan sebaga� upaya 
untuk mewujudkan n�la�-n�la� 
ketert�ban dan kepast�an hukum, 
terleb�h j�ka suatu saat negara k�ta 
harus member�kan hukuman d�s�pl�n 
kepada seorang tawanan perang.

IV. KESIMPULAN
Bahwa UUHDM-2014 t�dak 

member�kan pengaturan yang jelas, 
lengkap dan tegas tentang kewenangan 
Ankum untuk menjatuhkan hukuman 
d�s�pl�n m�l�ter kepada seorang 
tawanan perang. Dalam UUHDM-
2014, kewenangan Ankum untuk 
menjatuhkan hukuman d�s�pl�n m�l�ter 
d�lakukan secara terbatas hanya 
kepada anggota m�l�ter yang berada 
d� bawah wewenang komandonya, 
dan t�dak mengatur secara jelas 
tentang kewenangan Ankum untuk 
15 I Gede Pantja Astawa dan Supr� Na’a, 

2008, Dinamika Hukum dan Ilmu 
Perundang-Undangan di Indonesia, 
Alumn�, Bandung, hlm.1.



476

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 464 - 477

menjatuhkan hukuman d�s�pl�n m�l�ter 
terhadap tawanan perang. UUHDM-
2014 juga mas�h bers�fat kontrad�kt�f 
dengan ketentuan Pasal 98 Konvens� 
Jenewa III Tahun 1949. Berdasarkan 
UUHDM-2014, untuk penahanan 
d�s�pl�n berat, maka Terhukum t�dak 
d�perbolehkan untuk mener�ma tamu, 
dan t�dak dapat d�pekerjakan dalam 
jam d�nas, serta menjalan� penahanan 
pada tempat tertentu yang tertutup, 
sedangkan menurut ketentuan Pasal 
98 Konvens� Jenewa III Tahun 1949 
d�nyatakan bahwa tawanan perang 
yang d�jatuh� hukuman d�s�pl�n harus 
d�perkenankan mengadakan lat�han 
jasman� serta berada d� udara terbuka 
sekurang-kurangnya dua jam sehar�.  
Bahwa ketentuan Pasal 10 UUHDM-
2014 tentang penjatuhan sanks� 
adm�n�strat�f t�dak dapat d�berlakukan 
kepada tawanan perang, oleh karena 
kewenangan untuk mengatur sesuatu 
hal mengena� pend�d�kan, penempatan 
jabatan atau kena�kan pangkat bag� 
seorang tawanan perang bukan berada 
dalam kewenangan Ankum atau 
bahkan bukan berada pada kewenangan 
Negara Penahan.
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